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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun
kelompok dalam  masyarakat guna  melaksanakan aktivitas
kesehariannya. Rasa aman tersebut meliputi perasaan tenang, tanpa ada
kekhawatiran maupun ancaman yang dapat meresahkan dan merugikan
masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya lingkup keperdataan, namun
juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini
mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan
jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari 3
(tiga) buku. Buku kesatu mengatur tentang aturan-aturan umum, buku
kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang
pelanggaran. Kejahatan sebagaimana diatur didalam buku kedua KUHP
sasarannya berbeda-beda, salah satunya adalah kejahatan terhadap
nyawa yang biasa disebut dengan pembunuhan.

Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang
diatur di dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal
338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Tindak pidana
pembunuhan dibedakan antara pembunuhan biasa (doodslag) dan

pembunuhan berencana (moord). Adanya perencanaan lebih dahulu



(voorbedachte rade) adalah salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam
pembuktian perkara pembunuhan berencana dan sekaligus yang
membedakan dengan pembunuhan biasa.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara
pidana, khususnya pembunuhan berencana harus didasarkan pada alasan
dan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga tidak hanya kebenaran
dan kepastian hukum yang ingin diperoleh, tetapi juga keadilan, baik
bagi pelaku maupun korban dan keluarga korban.

Namun demikian dalam praktek peradilan secara kasuistis
terkadang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai
dengan fakta hukum yang sebenarnya maupun yang terungkap di depan
persidangan, sehingga putusan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa
keadilan, terutama bagi pihak korban dan keluarga korban, sebagaimana
putusan hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.

Dalam sebuah kasus pembunuhan yang termuat dalam putusan
Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml. Terdakwa
Sadrak Lirmammana pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar Pukul
13.30 WIT, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014,
bertempat di jalan setapak depan kios milik Fredek Soeroe di Desa
Tutukey Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Saumlaki, telah “dengan sengaja dan direncanakan

lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”, yaitu terhadap Korban



Karel Lekan, bermula dari sidang adat yang berlangsung sehari
sebelumnya yakni tanggal 26 Mei 2014 dimana Soa Aan Letty
melaporkan bahwa Korban Karel Lekan menggunakan ilmu
hitam/santet/suanggi telah menyebarkan penyakit di dalam Soa Aan
Letty terkait dengan kalimat yang diucapkan Korban Karel Lekan yang
berbunyi “Aan Letty tidak terima Beta dalam keluarga berarti akan
mendapat penyakit”. dalam sidang adat tersebut, Korban Karel Lekan
juga diduga membunuh Ayah dari Terdakwa Sadrak Lirmammana
dengan ilmu hitamnya, Sehingga hasil sidang adat tersebut memutusakan
Korban Karel Lekan harus diusir Keluar dari Desa/Negeri Tutukey.
Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 12:00 WIT sesuai
dengan hasil keputusan sidang adat, diadakan acara pelepasan terhadap
korban Karel Lekan di balai Desa Tutukey, dimana Terdakwa Sadrak
Lirmammana pada saat itu sementara berada di acara pernikahan
dirumah saudara Markus Miru yang berada tepat dibelakang Balai Desa
Tutukey bersama beberapa orang temannya sedang membersihkan
daging yang telah dipotong sambil meminum sopi (alkohol). Setelah dari
rumah Markus Miru Terdakwa mampir di rumah saudara Yopi
Ratuhanrasa sambil meminum sopi (alkohol). kemudian Terdakwa
Sadrak Lirmammana dalam kondisi mabuk pergi ke balai desa untuk
melihat acara pelepasan terhadap Korban Karel Lekan, namun Terdakwa
hanya berdiri diluar tepatnya disalah satu sisi jendela balai desa. Ketika

Terdakwa melihat Korban Karel Lekan yang sementara duduk di bangku



panjang di dalam balai desa maka timbulah kemarahan serta emosi
dalam diri Terdakwa maka seketika itu Terdakwa Sadrak Lirmammana
bergegas pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 600 meter dari balai
desa Tutukey dan kemudian mengambil sebilah parang lengkap dengan
sarungnya dan mengikatnya dipinggang sebelah kiri dengan maksud
untuk menganiaya korban maka untuk menutupi parang tersebut
Terdakwa menggunakan sweater/jacket warna merah lalu bergegas
kembali ke balai desa. Ketika Terdakwa tiba balai desa maka acara
ibadah pelepasan terhadap Korban Karel Lekan telah selesai, dan saat itu
Terdakwa melihat Korban berjalan keluar dari balai desa bersama
beberapa orang, kemudian Terdakwa Sadrak Lirmammana berjalan
mengikuti korban Karel Lekan, dan ketika berada didepan kios milik
saudara Fredek Soeroe maka Terdakwa Sadrak Lirmammana dari
belakang langsung mencabut parang dari sarungnya dan langsung
memotong kepala bagian belakang Korban sebanyak satu kali dengan
menggunakan tangan kanan hingga Korban terjatuh ke tanah. Setelah
memotong Korban sebanyak satu kali, Terdakwa langsung dipukul dan
oleh saudara Yoke Hiariej hingga Terdakwa terjatuh ketanah kemudian
dan diamankan untuk dibawa ke Kantor Polsek Serwaru. Akibat
perbuatan Terdakwa, Korban Karel Lekan meninggal dunia sesuai
dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/142/\//2014 tertanggal 27
Mei 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Lilian.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa



secara Subsidair. Dakwaan primair adalah pembunuhan berencana
(moord), yakni dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 340 KUHP.
Dakwaan Subsidair adalah pembunuhan biasa, yakni dengan sengaja
merampas nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dakwaan
lebih Subsidair adalah dengan sengaja melukai berat orang lain yang
mengakibatkan mati, diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Dakwaan
lebih Subsidair lagi adalah dengan sengaja melakukan penganiyaan yang
mengakibatkan matinya orang, diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun
kejadian yang sebenarnya, lebih tepat dan adil bila Terdakwa dinyatakan
bersalah melakukan pembunuhan berencana. Akan tetapi dalam perkara
tersebut  hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa
dinyatakan terbukti adalah melakukan pembunuhan biasa, dengan alasan
dan pertimbangan unsur perencanaan lebih dahulu tidak terbukti.
Berpijak pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji serta menganalisis penerapan unsur perencanaan lebih dahulu
(voorbedachte rade) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam

suata karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: ”PENERAPAN
UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (VOORBEDACHTE RADE)

DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD)”. ( Studi

Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.)



1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang dan uraian di atas, dapat dirumusan
masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan unsur
perencanaan lebih dahulu (voorbedachte rade) pada tindak pidana
pembunuhan berencana (moord)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah
adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan unsur
perencanaan lebih dahulu (voorbedachte rade) pada tindak pidana

pembunuhan berencana (moord)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan
dengan penerapan unsur perencanaan lebih dahulu (voorbedachte

rade) dalam tindak pidana pembunuhan berencana (moord).

2) Manfaat Praktis adalah dapat memberikan gambaran kepada
masyarakat tentang perbedaan antara pembunuhan biasa dan

pembunuhan berencana dalam praktek peradilan.



1.5 Metode Penelitian

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu
penelitian dibutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang
dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang

menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan®
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pemahaman tentang
pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran
bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.

c. pendekatan kasus (case approach) yaitu beberapa kasus
ditelaah untuk refrensi bagi suatu isu hukum.?

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research) yang
artinya bahwa isu hukum yang dingkat serta dibahas dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma
dalam hukum positif karena tipe penelitian yuridis normatif
tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan
hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang
sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum
dalam penelitian tersebut, mengenai apa yang seharusnya atas isu
yang diajukan.®

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Jakarta : Prenada Media Group, 2019 hal 133
2 Ibid, hal. 135-136
% Ibid, hal. 47



1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum sumber data terdiri dari data premier dan
data sekunder, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperlukan
dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier
1.5.4 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memilik sifat
autoratif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan
perundang- undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan

perundang-undangan®. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana
1.5.5. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari
studi kepustakaan, jurnal hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan

dengan ruang lingkup penelitian.

* Ibid, hal. 181



1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Peter Mahmud menyatakan dalam melakukan penelitian hukum,

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan
diselesaikan;

. pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan

dengan isu hukum yang akan dibahas;

. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan

bahan- bahan yang telah dikumpulkan;

.-membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang

digunakan untuk menjawab isu hukum;

. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah

dibangun dalam kesimpulan.®

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah metode atau cara untuk

menemukan jawaban atau rumusan masalah. Adapun teknis analisis data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif artinya

dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan

pada asas dan prinsip hukum yang berlaku.

® Ibid, him. 213-253



